PUTUSAN
Nomor 0182/Pdt.G/2016/PA. Toh
RS OVENg o pow
ok DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pangadiian Agama Tembilahan yang memaenkss dan mengadil
perkars Cornl Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim
Majulis telah menjatubkan putusan sebagai berkut dalam perkara antara.
umur 40 tahun, agama Istam, pendidikan
SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di
Jalan Ambacang Larong Jeruk RT.001 RW. 006
Kelurahan Enok Kecamatan Enok Kabupaten
Indragiri Hilir, sebagai Pamohon,
melawan
umur 38 tahuny, sgama Isiam, pendidikan S0,
pekedaan Ibu Rumah Tanggae, tempal tinggal
Jalan Ambacang Lorong Jaruk RT.001 RW. 005
Kelurahan Enok Kecamatan Enok Kabupaten
Indragin Hilir, sebagal Termohon,
Pengaditan Agama tersebut |
Telah membaca dan mempelajar berkas perkara:
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memaeriksa bukt
AUAl dan saks-saks i parsidangan,
T “
o Aan b ot vengan | pemeneer e
"-nqa:l:::;; fw;:n;o 73{:&..7.333'»3;7&: a?::.:rmmmwmr Vol TN, Ao AR
10 Maret 2016 mangermukakan nal-hal sebags berkul
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istr - sah,
menikah pada tanggal 18 Jull 2002 dihadapan Pegawai Pencatal
Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Merah, Kabupaten
indragiti Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akt Nikah Nomor
Mataman 1 dan 12 hal, Putusan Nomor 0182/Pdt GL2MB/PA Ton
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162/20MVI22002, tertanggal 18 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan tersebut;

2. Bahwa setelah menikah Pamohon dengan Termohon sudah rukun
dan harmonis sebagaimana lmyaknya suami-stri (ba'da  dukhul),
tolah dikarunial  seorang anak, bemama :

umur 12 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan
Famohon;

3 Bahwa selama dalam katan pernikahan tersebut Pamohon dengan
Tarmohon hidup bersama sebagal suami-istrl, bertempat tinggal o
ruman kontrakan di Desa Tanah Merah ssiama kurang lebih 2 tahun
kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Simpang Tiga
Kecamatan Enok selama kurang lebin 3 tahun kemudian pindah di
rumah kediaman bersama di Kelurahan Enok Kecamatan Enok
selama kurang lebih 7 tahun B butan:

4 Bahwa sejak bulan Juni tahun 2012 kehidupan rumah tangga
Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis
ingl karena soring teradi perselisihan dan pertengkaran, yang
ponyababrys adstah
#. Termohon menuntut skonomi diluar kemampuan Pemahon;

b. Termohon senng pergl meninggalkan Pamohon tanpa sezin
Pamohon dan terkadang berbulan-bulan baru pulang,

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan
Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2015, Antara  Pemohon
dengan  Termohon telah berpmsh tempat tinggal pads alamat
sebagaimana tersebut di ates sehingga sampal sekarang in telah
berpisah tempat finggal selama lebih kurang 9 bulan, selama
berpisah tersebut antara Pemohon dengan  Termohon sudah
diupayakan rukun kemball, akar tetapl tidak berhas),

6. Bahwa berdasarkan faktafakia tersebut i atas, keadasn rumah
tanggal Pemohon dan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi
dengan  Pemohon Hdak sanggup gl untuk meneruskan rumah
tangganya dengan Tarmohon,
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



7 Bahwa Pemohon sanggup membaysr biays perkara inl sesusi
dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dall tersebut di atas, Pemohon mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Ca. Majelis Hakim yang telan
ditetapkan, agar sogera memernksa dan mengadili  perkara  iny,
selanjuinya menjatuhkan putusan sebagal berikut |
PRIMAIR
1. Mengabulkan permohonan Pemohon,

2. Membert izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

3 Apabila  permohonan  saya inl diputus dikabulkan  mohon
memerntabkan Paniters  Pengaditan  Agama  Tembilahan  untuk
menginmkan salinan  penetapan tersebut kepada Kantor  Urusan
Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sertd
tempat telah dilaksanakannya permnikahan tersebut

4. Membebankan biaya perkara menurut hukurm,

SUBSIDAIR -

Apabiia Majelis Hakim berpendapat (am, mohon putusan yang seadil-
adiinya,

Bahwa, pada har persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon
telah hadir senditt dimuka persidangan, akan tetapi Termohan ldak
nadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebaga wakil atau Kuasanys,
maskipun menurut relass panggiltan Nomor 1B2/Pdt GRO1G/PA Toh,
tanggal 23 Maret 2016, dan tanggal 07 April 2016 Termohon telah
dipanggll  secara resmi  dan patut, sedangkan tidak temyata
Ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang nah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dongan oara
menasihali  Pemohon untuk bersabar dan kumpul kembali dengan
Termohon sebagai suami isten, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka
mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung
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Republk Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 1564 R.Bg tidak dapat
dilaksanskan, begitu juga keterangan Termohon tidak dapat didengar di
persidangan,

Bahwa, pemerikeaan perkara inl dilanjutkan dengan membacakan
surat  permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon,

Bahwa, untuk mamperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti surat berupa
. Fotokopl Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 168220WVNI72002, yang

aslinys dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah
Merah, Kabupaten Indragin Hilir, tanggal 18 Jult 2002, lalu Majels
memerksa buktl surat tersebut dan mencocokkan dengan ashnya
tornyata cocok dan telah bermeteral cukup. kemudian oleh Ketua

Majelis diben tanda
Bahwa, disamping bukti surat, Pemohon jugs mengajukan bukt

saks-saksl sabagal berfkut
1. umur 44 tahun, agama islam,

pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Simpang

Tiga Tanjung Penyalsi RT .01, RW.03, Kelurahan Simpang Tiga,

Kecamatan ehok, Kabupaten Indragin  Milr, saksl o bawah

sumpahnyis memberikan keterangan sebagai berikut .

«  Bahwa sakst mangenal Pemonon dan Termohon karena sebagal
saudara sepupu Pemahon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-stert yang sah,
setelah menikah Pemohon dan Tarmohon bertempat tinggal di
rumah kontrakan i Desa Tanah Merah selama kurang lebih 2
tahun kemudian pindah @ rumah kediaman bersama di Desa
Simpang Tiga Kecamatan Enok selama kurang lebih 3 tahun
kemudian pindah di rumah kediaman bersama o Kelurahan Enok
Kacamatan Enok selama kurang lebih 7 tahun 8 bulan,

Malaman 4 dart 12 hal. Pulusan Nomor 0182/t G/2018/PA. Toh
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«  Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohorn sudah rukun
dan harmaonis sebagaimanas layaknya suami isten, telah dikarunial
1 orang anak;

Bahwa sejak tahun 2012 keadaan rumah fangga Pemohon
dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena
sering tarjadi peraelisihan dan pertengkaran;

< Bahwa perselisinan  dan  pertengkaran  Pemonon  dengan
Tormohon disebabkan karena Pemohon tidak mampu memenuhi
permintaan Tarmohon dalam hal keuangan rumah tangga dan
Termohon  senng  pergl  meninggalkan  rumah  tanpa
sepangetatiuan Pemohon,

- Bahwa hingga sekarang ini antara Permohon dengan Termohon
sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan

. PBahwa antars Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan
untuk rukun kemball, akan tetapl idak berhasil;

2 umur 28 tahun, agama
Islam, pendidikan SMA, pekedaan Tani, bertempat tinggal di Jalan
Ambacang RY.01. RWOS, Kelurahan Enok, Kecamatan Enok,
Kabupaten Indragiri Milir, saksi di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagal berikut .

. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena
sebagel saudara sepupu Pemohon;

. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istert yang sah,
setelnh menikah bertempat tnggal di rumah kontrakan & Desa
Tanah Merah selama kurang lebih 2 tabun kemudian pindah di
rumah kediaman bersama di Desa Simpang Tiga Kecamatan
Enok selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah & rumah
kediaman bersama di Kelurahan Enok Kecamatan Enok selama
kurang lebih 7 tahun 8 bulan;

~  Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun
dan harmonis sebagaimana layaknys suami isteri, telah dikarunisi
1 anak,

Halaman § dar 12 hat. Potusen Nomor 0162/Pdt G/R01PA Toh
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. Bahwa sejak tahun 2012 keadman rumash tanggs Pemohon
dengan Termohon bdak rukun dan tidak harmonis lagl karena
sering terjadi parselisihan dan pertengkarar,

Bahwa perselisihan dan pertengkaran  Pemohon  dengan

Termohon disebabkan Termohon menuntut kebutuhan rumah

tangga diluar kemampuan Pemohon dan Termohon sering pergl

meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

~  Bahwa hingga sekarang inl antara Pamohon dengan Termohon
sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih § bulan;

- Bahwa antars Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan
untuk rukun kembiali, akan tetapi tidak berhast,

Bahwa. Pemohon telah menyampaikian kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permononannyi;

Bahwa, Pemohon  selanjutnya  menyatakan  tidak  akan
mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampalkan
kesimpulannya yang pada  pokoknya fetap sebagaimans  surat
permohonannys serta memohon perkara inl segers diputuskan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup
menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan  permohonan  Pemohon
adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesual pasa 145 R Bg. jo pasal 26 Paraturan
Pamenntan Nomor § Tahun 1876, Pamohon dan  Termohon telsh
dipanggll secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan,
terhadap panggilan mana  Pemohon secars in person telah hadir
dipersidangan, sedangkan  Termohon tdak hadir dan bdak pula
menyuruh orang lain sebagal wakil atau kuasanya tanpa alasan yang
sah, sedangkan permohonan Pemohon tdak melawan hukum, Oleh
karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadic dan  permohonan
Pemohon dapat diputus dengan verstek,

Malgman 8 dar 12 hal. Putusen Nomor 018280 G201 8/A Thh
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Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adaiah
tentang hubungan hukum, maka berdasarkan buktl P (Buku Kutipan Akta
Nikah), ternyata adalah akta otentk, terbukli bahwa Femohon dengan
Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 18 Jull
2002, dengan demikian Pemohon adalah orang yang berkepentingan
dan patut manjedi pihak-pihak dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadic dalam
persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai
sebagaimana dikehendaki oleh pasal B2 ayat (1) dan (4) Undang-Undang
Nomot 7 tahun 1980 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Undang-undang Nomer 50 Tahun 2000, pasal 154 R Bg dan pasal 131
KM serta Peraturan Mahkamah Agung R1. Nomor 1 Tahun 2016,
namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secars maksimal
menasihatl Femohon agar bersabar dan rukun kemball untuk mambing
wmah  tangganya dengan  Termohon tetapl fidak berhasil, maka
pameriksaan porkara dilanjutken dengan pembacaan surat permohonan
Pamonhon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbiang, bahwa alasan pokok  Pemohon mengajukin
parmohonan ini adalah karena antara  Pemohon dengan  Termohon
sering teradi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
& Termohon menuntut skonomi diluar kemampuan Pemohon;

b. Termohon sering pergl meninggalkan Pemohon tanpa  seizin
Pamohon dan terkadang berbulan-bulan baru pulang,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dall  permahonannys,
Pemohon telah mengajuka bukti surat { P ) dan 2 (dua) orang saksi,
terhadap bukti-bukth mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan
berkut i,

Menimbang, bahwa bukti P (Buky Kutipan Akta Nikah), adalah
sebagal condition sine quanon, telah dipectimbangkan lebih dahulu datam
porkara ini, sehingga tidak periu diulang lagi,

Menimbang, bahwa buktl 2 (dua) orang saksl, ternyata keduanya
adalah orang-orang dekat dengan Pemohon dan kedua saks) tersebut

Malarman 7 dart 12 hal, Putusan Nomer 0182/Pat GW2018/PA. Toh
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wiah membenkan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan
perdasarkan pengetabuan yang bersumber dar penglinatan dan atau
pendengaran sendin, dan keterangan satu dangan lainnys telah saling
mendukung serta telah sesusl dengan dalit-dall dan alasan pokok
permohonan Pemohon, dengan demikian  saksi-saksi  tersebut
dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukt saksi,
sehingga keterangan saksi-saksi & quo telah dapat diterima sebagai bukl
yang cukup mendukung kebenaran dali-dalil dan alasan  psrmohonan

Peamohon datam perkara ini;

Menimbang, bahwa dart permohonan Pemohon, yang didukung
buktt P dan 2 (dua) orang saks sebagaimana dipedimbangkan di atas,
Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagal berkut |

Bahwa Pamohon dengan Termohon adalah suami-stn yang san,
menikah pads tanggal 18 Jull 2002, dan telah dikarunial satu orang
anak;

. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah teradi parselisihan
dan pertengkaran secars terus menerus yang disebabkan Termohon
menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon dan  Termohon
sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pamohon,

Bahwa antara  Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini
sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebit 9 bulan lamanya,

Bahwa antars  Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan
perdamaian agar rukun kemball sebagisi sudmi-stn, akan tetap) tidak
berhasl,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakts tersebut di atas. Majelis
berpendapat bahwa dalil-datil dan alasan permohonan Pamohon telah
terbuktl kebenararnys, dengan demikian rumah tanggas  Pamohon
dengan Termohon tefah dipandang sampal pada kondisi pecah (broken
marriage) sera sudah sangat sullt untuk disatukan  serta tidek ada
harapan  akan  hidup rukun lagl dalam  membing  rumah  tangoa

Matmnn 8 dan 12 b, Putusan Nomor 01820 d1 GI20TH/PAThh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-undang
I Nomar 1 Tahun 1974,

Menimbang. bahwa pecahnya rumah tangga Femohon dengan
Termonon dapat dithat dar fakta dimana Femohon telah berpisah
fempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih § bulaniamanya
serts upaya damal yang tetah ditakukan batk oleh pihak keluarga maupun
oleh Majelis Hakim selama pemenksaan perkara inl tetap tidak bernasi.
Mal il adalah merupakan indikasi bahwa antara  Pemohon dengan
Termohon sudah sangal sulit untuk disatukan serta tidek ada lagi
narapan akan hidup rikun dalam membina rumah tanggs,

Menimbang, banhwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan
Termohon telah sampal pada kondisi pecah, maks dengan tidak
mempertimbangkan lagi  dar  pihak mana  datangnya penyebab
perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah
sangat sullt untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaity untuk
membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal
bordasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974) dan au keluarga yang sakinah, penuh
mawaddah dan rabmah (pasal 3 Kompilasi Hukum islam),

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang
dibenci Allah SWT. | akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan
kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat
(keburukan) dart pada masiahat (kebaikan), diantaranys penderitaan
batin yang bekepanjangan bagl kedua belah pihak, padahal menolak
keburukan harus  didahulukan  danpada mengharap  kebaikan,
sebagaimana kaedah ushul figh yang terdapat dalam kitab At- Asbah
Wan Nazhoir, hat, 62 yang berbunyi |

ckun“ T PR Swldall & 38
Artinys © Menolak  kemudharatan  (keburukan) Jebih  diutamaken
daripada merah kemasiahaten (kebakan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya jugs, Majelis  Hakim periu

Halaman 9 dart 12 hal, Putysan Nomor 018200 0.G/2018/PA, Toh
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mengetengahkan dalil al-Quran surat al-Bagarah ayat 226 yang
berbunyl.

(bl g e o i gy tlosnald (S pa AL

Artinya - “Talak (yang depat diryuk) ity dua kal, setelah itu boleh rujuk
lagi dengan cora yang makruf atay menceraikan dengan cars
yang baik",

Dar daiil tersebut dapat ditark pengertian, apabila perkawinan sudah
sullt untuk dipertahankan ngl, maka |alan keluarmya adalah perceratn
dengan cars yang baik,

Menimbang. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbanghan
tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan  Pemohon
untuk perceral dengan  Termohon telah memanuhi slasan yang cukup
sebagamana ditentukan dalam Pasal 10 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor § Tahun 1075 jo. Pasal 118 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh
karena ity sesusi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomar 7
Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2000, maka oleh karenanya permohonan
Pemonon sudah sepatutnys untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut i atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 118 Kompilasi
Mukum Iglam, maka Fengadiian Agama  dapat  mengabulkan
permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk
maengucapkan ikrar talak terhadap  Termohon di depan persidangan
Pangadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal B4 ayat 1 dan 2
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1888 tentang Pengadilan Agama, yang
telah diubah untuk kedua kalinga gengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2008, Majels Hakim memenntahkan kepada Panitera Pangaditan
Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan krar talak
setelah diucapkan kepada Pegawal Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama yang wilayahnys meliputi tempat tinggal  Pemohon  dan
Malarman 10 dad 12 hal. Putusan Nomor 018220 G0 IPA Toh

— e i
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Termohon dan Kepada Pegawal Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
tempat perkawinan  Pemohon dan  Termohon dilangsungkan untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk i,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (1) Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2000, maka semua biaya
perkars ini dibebankan kepada Pamohon untuk membayamyas;

Memperhatikan,  segala  ketentuan  hukum  dan  persturan
perundang-undangan yang beraku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan
dengan parkara in;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi darn patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir |

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu ra)'i terhadap Termohon

di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan |

4. Memerintahkan Panitera  Pengadilan  Agama  Tembilahan  untuk
menginmkan salinan Penetapan lkrar Talak setelah krar talak
dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama  Kecamatan Tanah
Merah, Kabupaten indragirt Milir, untuk dicatat pada daftar yang telah
disediakan untuk it

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biays perkara
sejumiab Rp. 781.000 - (tujuh ratus sembilan puluh satu by rupish) |

Demikian putusan inl difatubkan berdasarkan musyawarah Majels
Hakim Pengaditan Agama Tembilahan pads hart Rabu tanggal 20 Apni
2016 Masehi berepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 M, oleh kami
Drs. M. SYUKRI sebagal Hakim Ketua Majelis serta  RIKI DERMAWAN,
.M. dan FATHUR RIZQI, § M | masing-masing sebagal Hakim Anggota,
Putusan mana pada hari tu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam
siding terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota

Maleman 11 dart 12 hal. Putusan Nomar 01802/P00G/R01MPA Toh
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tersebut, dengan ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirmya Termohon;

Hakinggo a, Hakim Anggota,
i /

RIKI DERMAWAN, S.H.I FATHUR RIZQI, S.H.I

Panitera Pengganti,

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran; = Rp. 30.000,-

i 2. Biaya Proses; = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan; = Rp. 700.000,-

4. Biaya Redaksi, = Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai; = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp 791.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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